MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVII1/2020

Tentang
Pengalihan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(Persero)
Pemohon . Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, dkk
Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU 24/2011) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945).
Pokok Perkara . Pengujian Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011
terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), dan
Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan . 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Tanggal Putusan : Kamis, 30 September 2021
Ikhtisar Putusan

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, pensiunan/purnawirawan TNI,
yang menjadi peserta program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ASABRI) yang dikelola oleh PT ASABRI.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 57
huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan Pemohon a quo.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, terlepas dari terbukti atau
tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon adalah
warga negara Indonesia, pensiunan/purnawirawan TNI, peserta program ASABRI yang
dikelola oleh PT ASABRI. Para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya
hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 57 huruf e dan
Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon
yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat



(2) UUD 1945, yaitu para Pemohon menganggap akan mengalami ketidakpastian hukum
karena adanya potensi penurunan manfaat yang akan diterima apabila program ASABRI
yang diikuti para Pemohon dialihkan ke BPJS. Menurut para Pemohon apabila permohonan
dikabulkan maka potensi kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan
demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan a quo.

Bahwa oleh karena isu pokok yang dijadikan alasan permohonan pengujian oleh para
Pemohon mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 yang
putusannya telah diucapkan sebelumnya, sehingga penting bagi Mahkamah untuk mengutip
beberapa pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
72/PUU-XVII/2019.

Bahwa peleburan persero yang bergerak dalam penyelenggaraan jaminan sosial
menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Pasal 57 dan Pasal 65 UU
24/2011 berlawanan atau tidak sejalan dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang saat membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (UU 40/2004) yang
menghendaki konsep banyak lembaga atau lembaga majemuk. Sehingga, konsep peralihan
kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan
menyebabkan hilangnya entitas persero yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian
hukum dalam transformasi beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang telah ada
sebelumnya yang masing-masing mempunyai karakter dan kekhususan yang berbeda-
beda.

Bahwa sekalipun UU 40/2004 mengharuskan badan/lembaga yang bergerak di bidang
penyelenggaraan jaminan sosial bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan
sosial, namun tidak berarti badan tersebut dihapuskan dengan model atau cara
menggabungkannya dengan persero lainnya yang memiliki karakter berbeda, melainkan
cukup hanya dengan melakukan perubahan terhadap bentuk hukum badan hukum
dimaksud dan melakukan penyesuaian terhadap kedudukan badan hukum tersebut serta
memperkuat regulasi yang mengamanatkan kewajiban penyelenggara jaminan sosial untuk
diatur dengan undang-undang [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004].

Bahwa untuk memenuhi prinsip gotong royong, pembentuk undang-undang
sesungguhnya tidak harus menjadikan semua persero penyelenggara jaminan sosial bidang
ketenagakerjaan ditransformasi menjadi satu badan. Dengan demikian, meskipun dengan
tetap mempertahankan eksistensi masing-masing persero dan mentransformasikan
menjadi badan-badan penyelenggara jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap dapat
dipenuhi secara baik. Oleh karena itu, desain transformasi badan penyelenggara jaminan
sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian baik karena tidak
konsistennya pilihan desain kelembagaan yang diambil ataupun karena tidak adanya
kepastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, khususnya skema yang seharusnya
mencerminkan adanya jaminan dan potensi terkuranginya nilai manfaat bagi para
pesertanya.

Bahwa dalil para Pemohon mengenai pengalihan PT ASABRI (Persero) sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan
dengan hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945, dan amanat bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
Hal mana pula merupakan semangat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 72/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVI11/2019 tersebut mutatis-mutandis menjadi bagian
dari pertimbangan hukum terhadap putusan perkara a quo dan oleh karena itu Mahkamah



berpendapat terhadap permohonan para Pemohon ini pun adalah beralasan menurut
hukum.

Bahwa oleh karena terdapat sejumlah pasal lain dalam UU 24/2011 yang
berhubungan erat dengan norma Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 yang
telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, maka sebagai konsekuensi yuridisnya
pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah a quo.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar
putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



